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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam
Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat 2018.
Desain pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah
perwakilan dari pegawai KPUD Bandung Barat dan perwakilan masyarakat yang dianggap
berkompeten. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai
dengan fokus penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara Snowball
sampling yaitu informan kunci menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang diteliti
untuk melengkapi keterangannya. Hasil penelitian dapat di deskripsikan diantaranya: Paparan
penelitian di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya
meningkatkan partisipasi pemilih, Paparan data dari segi klaster pemilih, Paparan data dari
segi program kegiatan, dan Paparan dari segi pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat 2
(dua) pengaruh partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat
yaitu pemilih strategis dan pemilih dalam kategori kelompok rentan.

Kata Kunci: Kinerja, Partisipasi Pemilih

Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu upaya makro dalam pelaksanaan
Good Governance melalui pemilihan umum yang dapat mendorong reformasi elektroral.
Pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Lembaga Komisi Pemilihan
Umum yang bertugas mewujudkan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dulakukan pada tahun 1955 yang dilaksanakan
untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituate atau yang saat ini disebut anggota
Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Pemilihan umum di Indonesia tidak hanya dilaksanakan
dalam pemilihan umum nasional Presiden, Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan
rakyat (DPR) dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala Daerah
juga termasuk dalam pemilihan umum, sebelum tahun 2005 Kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), namun pada Juni 2005
Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Pertama kali dilakukan. Dimana
pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota dan
diawasi langsung oleh badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang kemudian disebut KPUD memiliki tugas yang
terdiri dari menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum didaerah, mengumpulkan dan
mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum, kemudian memimpih
tahapan kegiatan pemilihan umum. Selain memastikan pelaksanaan pemilihan umum KPUD
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juga berperan melaksanakan persiapan penyelenggaraan pemilu secara adil dan merata
melalui penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaran pemilu.
Penyampaian informasi ini tentu saja akan membantu masyarakat untuk ikut berpartisipasi
secara politik. Partisipasi politik masyarakat memiliki peranan penting juga sebagai upaya
control masyarakat terhadap pemerintahan. Melalui partisipasi politik masyarakat juga dapat
memenuhi hak politiknya sebagai warga negara yang baik. KPUD dalam hal ini tentu saja
bertugas melaksanakan kinerjanya selaku pelaksana Pemilihan umum didaerah Provinsi,
Kabupaten/kota.

Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terdiri
dari 16 Kecamatan, 165 Desa dan 320 Tempat Pemungutan Suara atau TPS, wewenang
terhadap penyelenggaraan pemilu didaerah berada di tangan KPUD atau Komisi Pemilihan
Umum Daerah yang memegang tugas utama untuk membuat perisiapaan pemilihan Bupati
dan Wakil bupati. Namun pada laporan penyelenggaraan Pemilihan umum atau Pemilu untuk
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018 Daftar pemilih tetap menurut Komisi
Pemilihan Umum atau KPU Bandung Barat berjumlah 950.566 hanya memberikan 69%
partisipasinya atau 617.867 partisipan yang ikut memberikan hak pilihnya dalam pemilihan
Bupati dan Wakil bupati Bandung Barat yang jika dibandingkan dengan jumlah partisipasi
pada tahun 2013 dengan jumlah DPT 940.450 dengan pasrtisipan berjumlah 705.338 atau
75% dari jumlah DPT. Berdasarkan prariset diketahui bahwa Rendahnya tingkat Pemilihan
daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 disebabkan oleh terbatasnya jumlah pilihan
Pasangan calon, kemudian terdapat perbedaan antara kampanye dengan realitas politik dan
persepsi masyarakat terkait dengan bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dapat
dipahami secara politis kemudian jumlah kegiatan sosialisasi pada tahun 2018 terbatas
dikarenakan sarana dan prasarana sosialisasi belum cukup mendukung.

Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban dalam peningkatan partisipasi

Masyarakat (Saifudin et al., 2021). KPUD Kabupaten Bandung Barat selaku Lembaga yang
berwenang dalam pelaksanaan pemilihan umum serta mengupayakan peningkatan
partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu dilakukan
penelitian untuk mengetahui secraa rinci mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Bandung Barat Dalam partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018 serta mengetahu apa saja faktor penghambat
Kinerja Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Tinjauan Pustaka

Kinerja banyak diartikan sebagai Hasil kerja yang memiiki makna luas. Strategi
adalah Langkah dalam perencanaan guna mencapai tujuan melalui praktek operasional,
(Malik, 2019) Kinerja dpat dijadikan acuan untuk melihat peningkatan maupun penurunan
pelaksanaan kerja serta pencapaian kerja pegawai. (Lestari et al., 2020) kinerja komisi
pemilihan Umum ditentukan oleh straregi yang di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Kinerja memuat tata cara pelaksanaan pekerjaan dimana setiap pelaksanaan pekerjaan atau
program sangat membutuhkan strategi. (Tangkilisan, 2009) strategi dikenal sebagai proses
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun birokrasi dengan tujuan
memaksimalkan hasil dari suatu program. (Salusu, 1996) strategi mencakup tipe-tipe yang
terdiri dari strategi organisasi yakni berupa misi, visi, tujuan dan nilai-nilai inisiatif,
kemudian strategi program yakni strategi yang menggambarkan dampak, pengertian, tolak
ukur, dan penanggulangan suatu program, kemudian Strategi Pendukung Sumber daya
manusia yakni pemaksimalan terhadap manfaat sumber-sumber daya yang esensial, serta
strategi kelembagaan yakni strategi yang berfokus pada pengembangan kemampuan strategi
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dalam melaksanakan inisiatif strategis. (Amantha & Ferdian, 2021) Kinerja Komisi
Pemilihan Umum Daerah didukung oleh Organisasi Politik yang berpartisipasi dalam
Pemilihan Umum, fasilias dan sumber daya pastisipan yang ada. Kinerja komisi pemilihan
Umum daeah diantara meliputi memastikan pastisipan, memastikan calon bupati dan wakil
bupati, dan tentunya memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan baik, serta
melakukan penghitungan pemungutan suara secara cepat,tepat dan efisien (Adi, 2020).
Kinerja yang baik dalam Komisi pemilihan umum tentu akan meningkatkan penyelenggaraan
dan peningkatan partisipasi pemilihan umum (Siti & Salisah, 2019). Kinerja Komisi
Pemilihan Umum Daerah dapat diukur melalui peningkatan partisipasi pemilihan umum
daerah (Mubharis, et al, 2021).

Partisipasi pemilihan umum merupakan partisipasi masyarakat dalam politik atau
disebut partisipasi politik, Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan
salah satu hal pneting dalam mewujudkan Good Governance. (Wardhani, 2018) Partisipasi
Politik Masyarakat dalam pemilihan umum sangat penting sebagai perwujudan kedaulatan
rakyat yang aspiratif. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih merupakan bagian penting
dalam sebuah pemilihan umum (Arniti, 2020). (Priandi & Roisah, 2019) pemilihan umum
merupakan komporasi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi
masayarakat merupakan bagian dalam pelaksanaan good governance melalui pemilu baik
ditingkat daerah maupun ditingkat nasional (Wibawa, 2019). Partisipasi politik masyarakat
daerah dalam pemilihan umum secara aktif dilakukan melalui penggunaan hak suara
masyarakat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum daerah (Hemafitria & Novianty,
2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang
digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif menekankan pada catatan
penggambaran situasi secara realistis sebagai pendukung penyajian data penelitia(Sutopo,
2002). Peneliti berupaya mendeskripsikan peristiwa alih kode dan campur kode dalam
jumlah partisipasi pemilih yang tidak mencapai target nasional di KPUD Bandung Barat
berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki sumber dtaa yang
terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer
terdiri dari data yang ditemukan langsung melalui penelitian secara langsung dan sumber
data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
Kemudian tekknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
Setelah itu dilakukan pengujian validitas data melalui Teknik trangulasi sumber dan
triangulasi metode

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan kepala Daerah dilaksanakan melalui proses yang dilakukan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum yang efektif dapat
terlaksana melalui integritas tinggi yang dimiliki oleh KPUD selaku penyelenggar yang
memiliki tugas utama merencanakan, menetapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
dan melakukan pengendalian dalam setiap rahapan pelaksanaan pemilihan.
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Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan
umum daerah, dilakukan melalui upaya-upaya seperti membuat Kebijakan pelaksanaan
sosialisasi pemilihan kepala daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, dimana
menurut Peraturan Komisi pemilihan Umum No 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan
peimilih dan partisipasi maasyarakat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum baik provinsi
maupun daerah. Upaya pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab ini Komisi Pemilihan
Umum Daerah berweang untuk melaksanakan pengaturan ruang lingkup keterlibatan
masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan evaluasi pelaksanaan
pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah berwenang untuk mengatur pihak yang akan
berpartisipasi, serta Komisi Pemilihan Umum Daerah berwenang untuk menolak atau
menerima partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.
Kemudian dalam melaksanakan tanggung jawabnya Komisi pemilihan Umum Daerah
Kabupate Bandung Barat bertanggung jawab meningkatkan partisipasi masyarakat melalui
sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan Sosialisasi oleh KPUD Bandung Barat memiliki sasaran utama yakni seluruh
lapisan masyarakat melalui sosialisasi Formal yang dilakukan melalui Lembaga-lembaga
berwenang, dan sosialisasi informal yang bersifat kekeluargaan atau pertemuan tidak resmi.
Tujuan utama sosialisasi ini dilakukan sebagai Langkah utama meningkatkan partisipasi
masyarakat secara lebih sistematis dan terbina. (Gleko et al., 2017) Komisi Pemilihan Umum
memiliki kewajiban dalam melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat sehingga dapat
berjalan dengan sinergis dan terbina. Untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif KPUD
Bandung Barat membentuk program relawan demokrasi yang melibatkan kelompok
masyarakat. Tujuan program relawan demokrasi ini, yakni (1) meningkatkan Kualitas Proses
pemilu di Kabupaten Bandung Barat; (2) meningkatkan partisipasi pemilih;(3) meningkatkan
kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; serta (4) membangkitkan jiwa masyarakat sipil
untuk ikut secara sukarela dalam agenda pemilu dan demokrasi di Bandung Barat. Menurut
(Delmana et al., 2019) kualitas pemilu dibangun oleh seluruh aspek proses tata Kelola
pemilihan umum dimana terdapat umpan balik atas pelaksanaan pemilu yang telah
berlangsung.

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam
Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk (1) Keterlibatan masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu;(3)Sosialisasi Pemilu;
(4) Pendidikan Pemilih; dan (5) Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sosialisasi
informal yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan dengan harapan menurunkan angka
suara tidak sah atau invalid vote dalam pemilu. Pasrtisipasi Masyarakat yang tinggi di suatu
daeraj dapat menjamin bahwa pelaksanaan hak politik masyarakat didaerah tersebut berjalan
dengan baik (Hasibuan, et al., 2018)

Dalam situasi saat ini diperlukan pemanfaatan teknologi informasi secara transparan
untuk memberikan informasi hasil Pemilu atau Pemilihan lebih cepat dan akurat. Adapun
teknologi informasi yang digunakan oleh KPUD Bandung Barat yaitu :
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1) Fanpage FB : @kpukablBandungbarat

2) Instagram : @kpukabbandungbarat

3) Website : https://kab-bandungbarat.kpu.go.id/
4) Twiter : @kpubandungbarat

5) Kanal Youtube : @kpubandung

Upaya KPUD Bandung Barat dalam menentukan target sosialisasi juga merupakan
Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilihi dengan mengelompokan
sasaran yang terbagi atas, (1) Pemilih Strategis, yakni Pra Pemilih, Pemilih Pemula,
Perempuan, kelompok Marginal, penyandang disabilitas dan agamawan serta kelompok
rentan yakni kelompok dengan partisipasi pemilih rentan. Rencana Target partisipasi yang
sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bandung Barat sesuai dengan
rencana partisipasi pemilihan umum nasional yakni 77,5%. Sedangkan Berdasarkan hasil
perhitungan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bandung Barat 2018 didapatkan tingkat partisipasi sebesar 69,7% Hal ini menunjukan
perlu adanya evaluasi kinerja KPUD Bandung Barat.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa menurunnya partisipasi masyarakat
disebabkan oleh beberapa daerah yang kerap mengalami konflik oleh sebab itu untuk saar
ini KPUD mempersiapkan melalui pemetaan wilayah konflik serta berkoordinasi dengan
stakeholders dan pihak terkait dalam pemilu berikutnya. Kegiatan koordinasi KPUD
dilakukan Bersama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu
Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa KPUD Bandung
Barat telah melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya untuk melakukan peningkatan
Partisipasi masayarakat sesuai dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum No 10 Tahun 018
tentang sosialisasi, pendidikan peimilih dan partisipasi masyarakat. (Candranegara, 2017)
Peran KPUD dalam partisipasi politik masyarakat yakni menjalankannya tugasnya melalui
pernan normatif,

Faktor Penghambat Partisipasi

Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung Barat pada
pemilihan Calon Bupati dan Wakil bupati tahun 2018 disebabkan oleh beberapa
permasalahan, yakni (1) keterbatasan Kampanye para calon sehingga banyak masyarakat
yang belum mengenal dan bingung dalam menentukan pilihan; (2) Sosialisasi yang
dilaksanakan oleh KPUD masih belum optimal karena terdapat beberapa daerah yang masih
sangat sulit untuk dijangkau; (3) stigma yang berkembang dimasyarakat bahwasannya
siapapun pemimpinya mereka tetap akan kesusahan hal tersebut membuat masyarakat
enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Demokrasi. (Akbar et al., 2021) Faktor
penghambat akan sangat mempengaruh hasil dari partisipasi politik masyarakat.

Kesimpulan

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut :
1. Kinerja KPUD Bandung Barat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bandung Barat dalam melaksanakan tugas sudah mengacu pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia khususnya terkait Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
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dan Partisipasi Masyarakat. Dengan melakukan pemetaan pemilih sebagai upaya
sosialisasi agar tepat sasaran, dan juga berkoordinasi dengan stake holder dengan harapan
dapat mencapat target partisipasi pemilih sesuai dengan rencana strategis nasional.
capaian partisipasi pemilih saat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat
2018 sebesar 69,7%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan belum tercapainya target
nasional partisipasi pemilihsebesar 7,8%.

2. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat,
yakni terdiri dari keterbatasan kampanye para calon bupati dan wakil bupati, kemudian
stigma masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat yang masih sangat rendah.
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